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Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia sebagai bagian dari sistem demokrasi 

konstitusional yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dijelaskan bahwa persyaratan 

administratif pemilih, khususnya kepemilikan KTP-el, merupakan instrumen 

penting dalam sistem administrasi pemilu untuk mencegah pemilih ganda dan 

menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktik Pilkada Kabupaten Barito Utara 

ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa dapat menunjukkan 

KTP-el atau identitas kependudukan lain yang sah, sehingga menimbulkan 

sengketa hasil Pilkada dan berujung pada perintah PSU oleh Mahkamah Konstitusi. 

Dari latar belakang tersebut, dirumuskan dua permasalahan utama, yaitu mengenai 

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus gugatan terkait 

pemilih tanpa KTP, serta bagaimana penafsiran dan implementasi persyaratan 

administratif dalam sistem Pilkada di Indonesia. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pertimbangan 

hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus gugatan terkait pemilih tanpa KTP 

yang dijadikan alasan pemungutan suara ulang, dan kedua, bagaimana putusan 

Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan serta mengimplementasikan persyaratan 

administratif dalam sistem Pilkada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan tersebut, sekaligus mengevaluasi penerapan persyaratan administratif 

pemilih dalam rangka menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pilih dan 

integritas pemilu. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025. Bahan hukum 

sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan 

hukum pemilu dan administrasi kependudukan, serta bahan hukum tersier sebagai 

penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk 

menjawab permasalahan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 

28/PHPU.BUP-XXIII/2025 menegaskan pentingnya pemenuhan persyaratan 

administratif pemilih sebagai instrumen hukum untuk menjamin kemurnian suara 



 

ix 

 

dan legitimasi hasil Pilkada. Mahkamah menilai bahwa pemberian hak pilih kepada 

pemilih tanpa verifikasi identitas yang memadai merupakan pelanggaran 

administratif yang tidak dapat ditoleransi karena berpotensi membuka ruang 

penyalahgunaan hak pilih dan merusak prinsip pemilihan yang jujur dan adil. 

Dalam perkara a quo, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran tersebut telah 

mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER 

JURDIL), sehingga pemungutan suara ulang dipandang sebagai langkah korektif 

konstitusional yang sah dan diperlukan. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan 

persyaratan administratif pemilih secara proporsional, dengan tidak memandang 

KTP-el semata-mata sebagai syarat formal, tetapi sebagai alat verifikasi untuk 

menjamin kepastian hukum dan keabsahan penggunaan hak pilih. Namun 

demikian, ketika pelanggaran administratif tersebut berdampak signifikan terhadap 

proses dan hasil pemilihan, Mahkamah tidak ragu untuk menjadikannya dasar 

hukum pemungutan suara ulang demi menjaga integritas demokrasi lokal. Putusan 

ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas proses pemilihan merupakan faktor yang 

sama pentingnya dengan hasil perolehan suara. 
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PENDUDUK SEBAGAI ALASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 

KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 
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S.H.,M.Hum. 

 

ABSTRAK 
pemilih tanpa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagai alasan 

dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Barito Utara, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

28/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permasalahan ini berangkat dari adanya pemilih yang 

menggunakan hak pilih tanpa dapat menunjukkan identitas resmi berupa KTP-el 

pada saat pemungutan suara, yang menimbulkan keraguan terhadap keabsahan 

suara dan integritas hasil Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pilkada 

terkait pemilih tanpa KTP-el serta mengevaluasi bagaimana Mahkamah 

menafsirkan dan mengimplementasikan persyaratan administratif dalam sistem 

Pilkada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui 

analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pilkada, administrasi 

kependudukan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memandang persyaratan administratif 

berupa KTP-el sebagai instrumen penting untuk menjamin kemurnian suara pemilih 

dan kepastian hukum, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat 

dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif yang berdampak serius terhadap 

legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan 

pelaksanaan PSU sebagai langkah korektif konstitusional guna menjaga asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pilkada. Penelitian ini 

menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional 

warga negara untuk memilih dan penegakan ketertiban administratif pemilu demi 

terciptanya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berintegritas. 

 

Kata Kunci : Pemilih tanpa KTP Elektronik, Pemungutan Suara Ulang, Pilkada, 

Mahkamah Konstitusi, Administrasi Kependudukan. 
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